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Sejak YPBB mengorganisir Bandung Juara
Bebas Sampah (BJBS) bersama berbagai
organisasi mitra dan Dinas Lingkungan Hidup
dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung pada
tahun 2013, pengembangan Kawasan Bebas
Sampah (KBS) / Zero Waste Cities (ZWC)
berbasis pemilahan di sumber (rumah tangga)
telah dieksperimentasikan di beberapa
kelurahan, dengan Sukaluyu dan Babakan Sari
sebagai 2 kelurahan pilot. Saat ini, Sukaluyu
telah berhasil mengelola jejaring titik-titik
pengomposan sampah organik di skala
komunitas. Sementara dari 3 RW di Babakan
Sari, 1 RW telah melakukan pemilahan sampah
dari sumber secara konsisten. 

Setelah
Proyek Pilot

“Kang Pisman”,
singkatan dari “Kurangi,
Pisahkan, Manfaatkan”

"
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Dari 2 kelurahan pilot tersebut, kami
mempelajari bahwa konsistensi penerapan
sistem pemilahan masih sangat bertumpu pada
sosok ketokohan di RW setempat. Dengan
mengandalkan ketokohan individu semata,
perubahan tata kelola persampahan sampah di
kota Bandung akan membutuhkan waktu yang
terlampau lama, sehingga tidak efisien.
Misalnya, tanpa ketokohan yang kuat, 2 RW di
Babakan Sari menyetor sampah organik hanya
untuk memenuhi syarat ZWC, sehingga
mekanismenya pun bermasalah: petugas
pengumpul sampahlah yang akhirnya memilah
material organik dari sampah tercampur
warga. Tokoh-tokoh ini pun tak selamanya
menjabat atau tinggal di kawasan sehingga
keberlanjutan sistem tak bisa selamanya
bergantung pada mereka.

Dari berbagai pelajaran dan pengalaman, program ZWC terus dikembangkan, salah satunya
melalui kolaborasi YPBB dengan Mother Earth Foundation (MEF) Filipina. Setelah Sukaluyu dan
Babakan Sari, YPBB mencoba menerapkan program KBS di Kelurahan Sukamiskin, Cihaurgeulis,
dan Neglasari. Pada 2018, BJBS juga berhasil mendorong walikota Bandung untuk meluncurkan
program “Kang Pisman”, singkatan dari “Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan”. Di bawah program
“Kang Pisman”, Pemerintah Kota Bandung memprioritaskan 8 kelurahan untuk menjadi KBS. Per
2018, program KBS telah hadir di 41 RW di Bandung.



    Di samping Kang Pisman, Peraturan Daerah Kota Bandung No. 9 Tahun 2018 yang menetapkan
peranan pemerintah kota dalam pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, pengangkutan, dan
pemrosesan akhir sampah turut diterbitkan. Dengan pendampingan YPBB, Perda ini kemudian
diterjemahkan menjadi Rencana Teknis Pengelolaan Sampah (RTPS) di tingkat kawasan yang
melibatkan masyarakat lokal dan petugas pengumpul sampah.  
   
     Namun, kondisi tata kelola persampahan di Kota Bandung, khususnya terkait sistem pemilahan dari
sumber, tidak lantas baik-baik saja. Masih banyak celah yang perlu terus diperbaiki, mulai dari segi
perencanaan, regulasi, kelembagaan, dan pembiayaan. Ketidakjelasan penanggungjawab
pengumpulan sampah terpilah dari sumber masih menjadi masalah karena lembaga masyarakat seperti
kelurahan dan RW tidak memiliki otoritas dan sumber daya memadai untuk menerapkan sistem.
Strategi penegakan hukum untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 yang
sudah ditetapkan juga masih absen. 

    Akibatnya, keberjalanan pengelolaan sampah terpilah di tingkat kawasan cenderung bergantung
pada ketokohan dan ketaatan warga, itu pun dalam skala yang terbatas. Selain keterlibatan publik,
tata cara, kelembagaan, regulasi, program, dan pembiayaan pengelolaan sampah, khususnya untuk
pengumpulan dan pemilahan, merupakan aspek-aspek krusial. Tanpa keterlibatan pemerintah secara
holistik dan terstruktur, tata kelola pengumpulan sampah terpilah dari sumber pada tingkat kawasan
jelas rumpang.
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2017
kelurahan : 2
RW : 2
KK: 1,010
Populasi : 4,007

2018
kelurahan : 6
RW : 12
KK : 3,553
Populasi : 14,438

2019
kelurahan : 5
RW : 9
KK : 3,070
Populasi : 12,622

2020
kelurahans : 5
RWs : 9
KK : 3,070
Populasi : 12,622

2021
q1

kelurahan : 3
RW: 8
KK : 2,112
Populasi : 9,658

Milestone
PERLUASAN
Pilot kerja 
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  Pada tahun 2019, YPBB mulai mendampingi pengembangan KBS di
Coblong dengan bantuan dana dari USAID-MWRP. Dukungan dari DLHK
berupa surat keterangan bermitra dengan YPBB dan penunjukan Coblong
sebagai KBS. 

  Di tengah Bandung Utara, di lembah anak sungai Citarum, Coblong
merentang dari hulu hingga bagian tengah tepian sungai Cikapundung.
Kecamatan ini tumbuh menjadi kawasan padat dengan jumlah populasi
terbanyak keempat di Bandung. Banyak permukiman penduduk dibangun di
pinggiran sungai yang curam.
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Coblong berkembang menjadi
area wisata dan bisnis dengan
bangunan aneka usaha, restoran,
dan hotel. Lokasinya dekat
dengan Institut Teknologi
Bandung (ITB) sehingga banyak
orang membangun bisnis kos
mahasiswa. Akibatnya, kawasan
permukiman semakin tumbuh tak
terkendali. Dengan populasi
133,000 jiwa, sekitar 78 ton
sampah dihasilkan setiap harinya.
Jumlah ini belum termasuk
sampah dari bangunan kos
mahasiswa, penduduk tak
terdaftar yang seringkali luput
dari pencatatan.

Pengembangan
Kawasan Bebas
Sampah di
Kecamatan Coblong

Melalui survei awal, YPBB menemukan bahwa Coblong belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik
dan holistik. 5 RW bahkan tidak memiliki sistem pengumpulan sampah sama sekali. Saat ini, hanya ada 6 Tempat
Pembuangan Sementara (TPS) (2 mobile) dengan kapasitas total 43 ton per hari. Dengan demikian, ada sekitar
45% atau 35 ton sampah yang tidak terakomodasi oleh sistem pengumpulan setempat, termasuk ± 3.9 ton
sampah plastik per hari. Sampah yang tidak terkelola ini akhirnya ditumpuk sembarangan, dibakar, atau dibuang
ke sungai—sehingga berakhir mencemari laut. Jambeck dkk. (2015) menemukan bahwa 80% sampah plastik di
lautan berasal dari kebocoran sistem pengelolaan sampah daratan semacam ini.

KOMPOSISI SAMPAH
DI COBLONG

organik
5,4%

Residu
20.4%

plastik
9.3%

dapat
didaur
ulang
11.2 %

Pet
4.6%
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kelola persampahan kawasan
sebagai landasan penyusunan
Rencana Teknis Pengelolaan
Sampah (RTPS).

 Proses pendekatan dan sosialisasi
proyek memakan waktu relatif
lebih panjang dan perlahan.
Banyak kasus di mana pejabat
kelurahan maupun RW tidak
terlalu tertarik dengan isu
pengelolaan sampah. Sementara
beberapa RW yang perhatian
dengan isu ini sering terkendala
dengan lambatnya koordinasi 

Bersama warga
masyarakat, YPBB mulai
memetakan kondisi tata

dengan petugas pengumpul
sampah “swasta”. Kami
sepenuhnya mengandalkan
ungkapan kebersediaan warga
untuk menerima ajuan sistem
pemilahan dan keterhubungannya
dengan program-program dari
pemerintah kota Bandung, seperti
Kang Pisman, Buruan Sae
(pertanian urban lokal), dan
Citarum Harum. 

   Dengan segala keterbatasan,
kami tetap mendampingi kader-
kader PKK, Karang Taruna, dan
unit-unit RW lain yang bersedia
menjalankan tahapan ZWC.
Kelancaran pengaturan awal 

program di Coblong juga
bergantung sebagian pada
hubungan personal antara staf
lapangan YPBB dengan petugas
pengumpul sampah. Buntunya
koordinasi antara tim YPBB, RW,
dan petugas pengumpul sampah
kadang berujung pada
pembatalan program ZWC di
tengah-tengah, sehingga kami pun
harus meninggalkan RW tersebut
dan memulai dari tahap awal di
RW baru.

  Sejauh ini, persentase ketaatan
rumah tangga untuk memilah
sampah berkisar pada 30 persen. 
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menjadi relatif lebih cepat ketika
pemerintah turut serta dan
menurunkan personil di lapangan. 
 Di Sukamiskin dan Cihaurgeulis,
pemerintah memberikan insentif
dana kepada petugas pengumpul
sampah, mengalokasikan SDM
sebagai pengelola operasional,
dan memberikan dukungan
infrastruktur. RTPS pun telah
diterbitkan sebagai acuan yang
sesuai dengan kondisi masing-
masing kelurahan. Sementara di
Neglasari, pemerintah kelurahan
menunjuk beberapa pejabat
kelurahan sebagai “petugas Kang
Pisman” untuk melakukan kerja-
kerja pengawasan.

  Menariknya, pada tahun 2019 s/d
2020 tingkat ketaatan pemilahan
rumah tangga di kawasan-kawasan
yang mendapatkan dukungan aktif
pemerintah ini tak jauh berbeda
dengan Coblong (yang tidak
mendapat), yakni sejumlah 34
persen. Angka ini berada di bawah
target DLHK yang menetapkan
minimal 50 persen tingkat ketaatan
pemilahan di akhir 2020, serta 75
persen ketaatan dan 75 persen
target capaian sampah organik
yang terolah dalam kawasan di 

triwulan pertama 2021. Kemiripan
tingkat ketaatan ini membuat kami
bertanya: sejauh mana dan dalam
aras apa keterlibatan pemerintah
dapat membuat perbedaan dalam
tata kelola persampahan di tingkat
kawasan? Apa faktor-faktor kunci
yang menentukan keberhasilan
model Kawasan Bebas Sampah?
Apa yang dapat kita pelajari dari
perbandingan 2 kasus ini untuk
meniti jalan menuju Zero Waste
Cities, termasuk untuk mengurangi
kebocoran sampah plastik ke laut?

  Melalui tulisan ini, YPBB berupaya
untuk menekankan pentingnya
keterlibatan pemerintah kota secara
menyeluruh dalam tata kelola
persampahan di tingkat kawasan,
khususnya dalam (1) membangun
kelembagaan dan (2) sistem
pembiayaan berkelanjutan untuk
sistem pengumpulan terpilah dari
sumber. Proyek pengembangan
KBS di Coblong dan 3 kawasan
model di Sukamiskin, Cihaurgeulis,
dan Neglasari akan kami ulas,
bandingkan, dan analisis untuk
menjelaskan mengapa kedua hal
tersebut mesti diprioritaskan.
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   Di Sukamiskin, Cihaurgeulis, dan
Neglasari, beberapa kawasan
permukiman juga berada di tepi
sungai. Pada pertengahan tahun
2019, Pemerintah Kota Bandung
menyusun Rencana Teknis
Pengelolaan Sampah (RTPS) skala
kelurahan di 8 kelurahan, di mana 8
RW menjadi model pertama untuk
program KBS. Pada awal tahun
2019, pengembangan RTPS ini
ditindaklanjuti dengan penerapan
sekaligus perluasan model RW KBS
menjadi skala kelurahan, yang
kemudian disebut sebagai
Kelurahan Kang Pisman. 

   Berbeda dengan Coblong, dalam
penerapan Kelurahan Kang Pisman
Pemerintah Kota Bandung terlibat
dalam upaya pengembangan model
di masing-masing kelurahan. DLHK
mencanangkan 2 Kelurahan model
Kang Pisman, yaitu di Kelurahan
Sukamiskin dan Kelurahan
Cihaurgeulis. Sementara Kelurahan
Neglasari turut mengadopsi
pendekatan model Kelurahan Kang
Pisman melalui inisiatif pemerintah
di tingkat kelurahan.  

Proses pendekatan dan diterimanya
program oleh warga memang 
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Cihaur Geulis

sukamiskin

neglasari

KELURAHAN KANG PISMAN -
PROYEK MODEL KBS DI
KELURAHAN SUKAMISKIN,
CIHAURGEULIS, DAN NEGLASARI



Kerja Kami
Di tengah sistem ekonomi yang terus
menerus memproduksi berbagai macam
sampah, logika linear dalam
pengelolaan sampah tersebut tak hanya
tersentralisasi dan boros modal, namun
juga berbahaya bagi manusia dan
lingkungan. Timbunan sampah
tercampur yang diangkut berkilo-
kilometer dari sumber (dengan biaya
transportasi yang mahal) berakhir
ditimbun di Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) atau dibakar di insinerator.
Sementara sampah tercampur yang
tidak terangkut dibuang, ditimbun, dan
dibakar sembarangan di lingkungan
sekitar permukiman, termasuk sungai
yang bermuara ke laut. Semua ini
menghasilkan limbah cair, gas, dan asap
beracun.

  ZWC menawarkan tata kelola
persampahan yang sirkular, holistik, dan
terdesentralisasi. Melampaui persoalan
teknis mengurangi dan mendaur ulang
sampah, ZWC bertujuan untuk
membangun paradigma bersama
tentang partisipasi masyarakat untuk
hidup yang lebih berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan. ZWC
berupaya membangun sistem
pengelolaan yang partisipatif, mampu
menciptakan lapangan kerja ramah
lingkungan, serta mendorong identifikasi
dan pengurangan sampah.
Pengarusutamaan ZWC di Indonesia
diasumsikan dapat meningkatkan
pemulihan dan pemanfaatan kembali
material secara sirkular, mengelola
seluruh sampah di kawasan sehingga
mengurangi jumlah sampah yang harus
diangkut ke TPA, serta mendorong
kebijakan tata kelola yang lebih lestari
dan berkelanjutan. 

Pada akhir tahun 2016, YPBB mulai mengembangkan program
Zero Waste Cities (ZWC) sebagai alternatif yang lebih
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dibanding sistem
kumpul-angkut-buang yang masih banyak berlaku.

Penerapan Tata Kelola
Persampahan secara Holistik

dan Terdesentralisasi



    Melalui pendekatan yang holistik  dan
terdesentralisasi, kami mem-
pertimbangkan kesalingterkaitan ber-
lapis-lapis aspek, skala, dan tahapan
untuk terus memperbaiki tata kelola
persampahan. Selama ini, ZWC berfokus
untuk mengembangkan dan mereplikasi
model kawasan yang menerapkan sistem
pemilahan dari sumber, pengumpulan
terpilah, dan pengolahan sedekat
mungkin dengan sumber. Peng-
embangan model dan tata kelola berkait
erat karena tanpa perubahan pada tata
kelola persampahan, kinerja model di
lapangan cenderung tidak efisien, sulit
diprediksi, serta sulit direplikasi. Tanpa
kinerja model yang baik, dorongan untuk
perubahan tata kelola akan sulit muncul.
Oleh sebab itu, keduanya perlu
dioptimalisasi secara sinergis.
   Dengan pendekatan holistik, kurangnya
kesadaran masyarakat (yang seringkali
dianggap sebagai penyebab utama
bencana persampahan) bukanlah masalah
pokok, melainkan salah satu konsekuensi
saja dari tata kelola persampahan yang
kurang baik. Kami mengidentifikasi 

5 aspek saling terkait yang perlu terus
dibenahi untuk tata kelola persampahan
kawasan holistik dan terdesentralisasi,
yakni (1) kelembagaan, (2) operasional,
(3) pembiayaan, (4) regulasi, dan (5)
peran publik.
  Kelembagaan berkaitan dengan
pembagian wewenang dan tanggung
jawab, mekanisme koordinasi, serta
bentuk organisasi pengelolaan sampah.
Sementara aspek operasional berkenaan
dengan tata laksana, sarana, dan
prasarana program. Aspek regulasi
menyoal ketentuan-ketentuan yang
mengikat secara hukum, termasuk
mekanisme pengawasan dan sanksi.
Sistem pembiayaan menentukan jumlah
biaya yang dialokasikan. Akhirnya,
peranan publik berhubungan dengan
upaya edukasi untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan, termasuk tentang
kewajiban tiap rumah tangga sebagai
penghasil sampah kawasan. Kelima
aspek ini dibahas dan dirumuskan dalam
Rencana Teknis Pengelolaan Sampah
(RTPS) tiap kawasan.
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Untuk mengembangkan sistem pengumpulan terpilah dan pengolahan sampah
secara holistik, kami menjalankan 4 strategi utama, yaitu (1) perubahan perilaku—
melalui sosialisasi dan pendidikan dari pintu ke pintu (Door to Door Education,
D2DE), (2) pengumpulan sampah terpilah—melalui desain sistem terdesentralisasi
dan infrastruktur pengolahan sampah (terutama organik), (3) pelibatan petugas
pengumpul sampah—melalui pelatihan, upah layak, serta kesehatan dan
keselamatan kerja (K3), dan (4) dukungan terhadap pemerintah setempat—melalui
program Kang Pisman, kebijakan SUP, dan program kolaboratif lain. Keempat
strategi ini diterapkan melalui 8 tahapan:

Strategi
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riset dan pengumpulan

data kewilayahan

1.

membuat suatu rekomendasi

desain sistem operasional

2.

sosialisasi dan

konsultasi sistem

tahapan penyiapan

sarana-prasarana

4. 

3.

dialog dan pelatihan

dengan petugas

pengumpul sampah

5.

edukasi dari pintu ke pintu

6.

uji coba sistem

7.

monitoring dan evaluasi
8.
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   Melalui proyek dengan MWRP, YPBB berupaya untuk menerapkan model ZWC di 6 Kelurahan di
Kecamatan Coblong, dengan target populasi sejumlah 5,625 rumah tangga. Kecamatan Coblong dipilih
karena lokasinya yang dekat dengan anak sungai Citarum—yang baru-baru ini disebut sebagai sungai
terkotor di Indonesia dan salah satu sumber utama polusi sampah plastik di lautan. Jika model ZWC
diterapkan, maka pembuangan sampah plastik ke sungai dapat dikurangi dan daur material di kawasan dapat
terolah dengan lebih baik. 

   Setelah melakukan survey keseluruhan, kami mulai menghubungi pejabat Kelurahan dan RW di Coblong
untuk menawarkan program ZWC. Dari 94 RW, 15,96 persen (atau 15 RW dengan populasi 4,119 KK) masih
menjalankan ZWC hingga saat tulisan ini dibuat. Kami pun mulai menjalankan strategi dan tahapan
pengembangan ZWC bersama pemimpin dan kader masyarakat setempat.  

    Di Kelurahan Sekeloa, misalnya, petugas pengumpul sampah mengaku terbantu dengan adanya
pemilahan dari warga. Sampah organik yang dikumpulkan oleh petugas diolah dalam lubang kompos dan
biodigester, atau disalurkan ke kelompok Karang Taruna dan PKK yang hobi membuat pupuk. Setelah
melihat dampak positif program ZWC, beberapa kelurahan bersedia untuk mengalokasikan anggaran RW
untuk dana (1) pelatihan dan insentif bagi petugas pengumpul serta (2) pembuatan infrastruktur pengolahan
sampah organik  Antusiasme warga untuk mengolah kompos berkait pula dengan adanya program pertanian
urban “Buruan Sae” yang diadakan Dinas Pangan dan Pertanian. 
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   Tingkat kepatuhan terhadap sistem ZWC
di Coblong per 2 tahun periode proyek
MWRP adalah 34,43 persen. Sementara
jumlah sampah yang teralihkan atau tidak
diangkut ke TPA sebanyak 25,01 persen.
Namun angka-angka ini masih fluktuatif.
Berdasarkan penuturan tim pendamping
YPBB di Coblong, tingkat ketaatan di
kawasan ini dipengaruhi oleh setidaknya 3
faktor, yakni (1) edukasi dari pintu ke pintu
secara konsisten, (2) dukungan petugas
pengumpul sampah, serta (3) dukungan dari
RW. Apalagi, program ZWC di Coblong
masih berada dalam tahap awal
pengembangan model. 

  Namun, proses edukasi dan koordinasi
manual seperti ini memakan banyak waktu,
energi, dan sumber daya manusia, apalagi
jika model ZWC hendak diterapkan pada
skala kota. Maka untuk mencapai target
nasional 30 persen pengalihan sampah, kami
merekomendasikan pendekatan yang
berorientasi pada regulasi dan fokus pada
upaya pengawasan, penegakan aturan, serta
reformasi menyeluruh pada tata kelola
persampahan di tingkat kawasan. 

Perbaikan Sistem Pengelolaan Sampah dan
Perbandingan 2 Kasus

Kecamatan Coblong



Secara umum, pengumpulan sampah
terpilah telah dilakukan secara rutin
di 3 kelurahan model melalui dua
sistem, yakni (1) dari rumah ke rumah
dan (2) titik kumpul organik. Di
Kelurahan Cihaurgeulis dan
Sukamiskin, DLHK memberikan
insentif kepada petugas pengumpul
dan menurunkan beberapa personil
ke kawasan. Sementara di Neglasari,
pemerintah kelurahan menunjuk
“petugas Kang Pisman” untuk
melakukan supervisi pemilahan. Dua
intervensi berbeda ini menghasilkan
dinamika yang berbeda pula.
Penentuan kelurahan model juga
mempertimbangan keragaman profil
sosial ekonomi kawasan--yang
kemudian berpengaruh pula pada
keberjalanan program.

  Kelurahan Sukamiskin tergolong
komplek perumahan menengah ke
atas dan menghasilkan 4,7 ton
sampah per hari. Potensi sampah
yang dapat dikurangi sebesar
68,92% dalam bentuk sisa makanan
dan daur ulang atau sekitar 3,2 ton
sampah per hari. Pengambilan
sampah organik dilakukan setiap hari
di tiap RW. Hasilnya, 12 dari 15 RW
yang kami dampingi untuk
menerapkan sistem pengumpulan
organik dari rumah ke rumah telah
melakukan pemilahan. Karena
protokol pandemi untuk membatasi
masuknya orang dari luar RW, 

melakukan pemilahan sampah
dengan sistem pengumpulan
organik dari rumah kerumah dengan
frekuensi pengumpulan yang
berkisar antara 2-3 kali per minggu.
Petugas sampah berkoordinasi
dengan tim DLHK di lapangan
sehingga pengumpulan terpilah
berjalan lancar. Pihak kelurahan
juga lebih sigap berkoordinasi
dengan keberadaan DLHK,
meskipun lurah Cihaurgeulis sedang
berada dalam proses pensiun.
Dengan adanya koordinasi langsung
antara DLHK dengan masing-masing
kelurahan, proses penerapan
berjalan secara lebih cepat dan
lancar, terutama di Kelurahan
Cihaurgeulis dan Sukamiskin.
Adanya janji insentif tambahan dari
pemerintah kota kepada petugas
pengumpul juga menjadi faktor
penarik yang signifikan--meskipun
perlu ditilik lebih lanjut. Tim YPBB
yang mengawali penerapan model
dan sistem pun terbantu dengan
keterlibatan DLHK dalam edukasi
pintu ke pintu. Sebaliknya, program
ZWC yang dikembangkan YPBB
memberikan arahan dan
pengawalan bagi implementasi
program KBS DLHK agar Kelurahan
Kang Pisman di Sukamiskin dan
Cihaurgeulis dapat menjadi contoh
yang baik dan relevan.

 data dari 3 RW lain tidak dapat
kami kumpulkan. Tanggung jawab
proses edukasi pun kami alihkan ke
RW. Di kelurahan ini, tim YPBB
didukung oleh 3 tim DLHK, yakni tim
Pendamping Kawasan Bebas
Sampah (PKBS), tim Olah Sampah
(OS), dan tim Pengangkut Sampah
(PES) yang membantu proses
edukasi pintu ke pintu serta
mengompos kelebihan sampah
organik yang tidak dapat diolah di
kawasan. Dengan banyaknya lahan
kosong di Sukamiskin, pengurus
taman yang dibayar oleh RW
setempat juga memasang mesin
pencacah organik, bata terawang,
dan fasilitas pengompos dengan
maggot untuk mengolah sampah
organik. Untuk mempermudah
koordinasi keberlangsungan pro-
gram, warga Sukamiskin juga
tergabung dalam grup WhatsApp.
Proses pendekatan dan koordinasi
dengan RW didukung secara penuh
oleh lurah, salah satunya karena
keterlibatan DLHK.   

  Kelurahan Cihaurgeulis tergolong
permukiman padat kelas menengah
ke bawah yang terdiri dari 12 RW
dan menghasilkan sampah sebanyak
2,7 ton per hari. Jumlah potensial
sampah yang dapat dikurangi adalah
71,60% atau setara dengan 1,93 ton 
sampah perhari. Seluruh RW di
kelurahan ini telah  

09

tiga kelurahan
model



  Di kelurahan Cihaurgeulis dan
Sukamiskin, pemerintah kota
memberikan insentif (di luar gaji)
kepada beberapa petugas
pengumpul sampah setempat.
Inisiatif untuk memberikan insentif ini
dilatarbelakangi oleh keprihatinan
atas minimnya pendapatan petugas
(misalnya, kami bertemu dengan
banyak petugas yang digaji sebesar
Rp 300.000 - 400.000,- per bulan).
Padahal, dari pengalaman
penerapan KBS sebelumnya,
petugas pengumpul sampah
mempunyai peranan penting dalam
pengumpulan terpilah. Maka
pemerintah berasumsi bahwa
minimnya gaji dari RW menghambat
penerapan dan keberjalanan sistem.
Pasalnya, sistem yang baru
membutuhkan petugas untuk
melakukan kerja-kerja tambahan dan
menyesuaikan kerja mereka dengan
perubahan sistem. Dengan landasan
pemikiran tersebut, DLHK mem-
berikan insentif tambahan sebesar
Rp 1,250,000,- secara langsung
kepada petugas Sampah RW di
Kelurahan Sukamiskin dan
Cihaurgeulis untuk mengumpulkan
sampah secara terpilah. Walau
membantu dalam proses pendekatan
dan pengenalan sistem, insentif ini
terbukti belum berhasil mengubah
keseluruhan pola kerja petugas 

RW 01 menggunakan sistem titik
kumpul organik. Artinya, petugas
Kang Pisman yang ditunjuk oleh
kelurahan memantau pemilahan
oleh petugas sampah dan datang
ke titik kumpul secara door to door
untuk menjemput sampah di rumah
tangga yang sudah memilah, tetapi
petugas sampahnya masih menolak
untuk mengangkut sampah organik.
Sementara di RW 02, separuh
sampah dikumpulkan oleh petugas
dari rumah ke rumah dan separuh
lagi menggunakan titik kumpul
organik. Frekuensi pengumpulan
dilakukan 3 kali seminggu dengan
mengikuti jadwal Pelayanan
Pengangkutan Organik ke POO
Kota oleh PDK.

  Peningkatan ketaatan terjadi
seiring dengan edukasi yang terus
menerus berjalan. Pemerintah
kelurahan mengintegrasikan
program Kang Pisman dengan
bantuan sosial: penerima bantuan
wajib memilah sampah. Jika
penerima bantuan tidak memilah,
maka pejabat kelurahan akan
menegur. Dalam acara-acara
pemberian bantuan sosial, program
ZWC juga disosialisasikan,
sehingga warga terus menerus
diingatkan untuk memilah di rumah.

secara sistematis. Beberapa RW
masih belum melakukan pemilahan
dan beberapa petugas menolak
mengangkut sampah organik. Di
beberapa RW, petugas
pengumpul sampah mau memilah
sampah tercampur dari warga
yang tidak patuh karena
keterpilahan sampah akan
berdampak pada penilaian
petugas nantinya. Ada pula kasus
di Sukamiskin di mana petugas
yang tidak mendapatkan insentif
tetap mau menjalankan
pengumpulan terpilah dengan
baik. 

  Di Kelurahan Neglasari, sampah
yang dihasilkan berjumlah 2,4 ton
per hari. Jumlah sampah yang
potensial untuk dikurangi sebesar
71,60% berupa sisa makanan dan
sampah daur ulang, atau sekitar
1,46 ton sampah per hari.
Pemerintah kelurahan menunjuk
dan memberikan insentif kepada …
orang pejabat kelurahan sebagai
“Petugas Kang Pisman” untuk
memantau pengumpulan terpilah
oleh warga dan petugas
pengumpul di kawasan. 
Dari 8 RW di kelurahan tersebut,
sistem pengumpulan sampah
organik dari rumah ke rumah telah
dilakukan di 6 RW (RW 03-08). 
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  Kasus-kasus yang kami paparkan dalam bab-bab sebelumnya menunjukkan bahwa sistem pengumpulan
sampah terpilah di tingkat kawasan yang ramah lingkungan mungkin dilaksanakan dalam kerangka ZWC.
Model-model yang sudah ada perlu terus diperbaiki, direplikasi, serta dipercepat penyebarannya seiring
dengan semakin gentingnya krisis lingkungan dan sosial. Sejauh ini, upaya-upaya tersebut menemui
berbagai tantangan dari 5 dimensi tata kelola persampahan kawasan, mulai dari regulasi, kelembagaan,
operasional, pembiayaan, dan peran publik. Namun, seperti yang kami tekankan sebelumnya, perbaikan
tata kelola ini tak dapat dilakukan secara parsial dan terpisah-pisah. Perbaikan harus menangani seluruh
aspek secara holistik karena tantangan di satu aspek berkaitan dengan kendala di aspek lain.  

  Dari sisi regulasi, sebetulnya pemerintah sudah memiliki modal untuk memperbaiki tata kelola sampah
dan mendorong pemilahan. Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah telah diperbaharui dan
mengatur berbagai aspek pengelolaan sampah di kawasan, termasuk pengelolaan sampah secara terpilah.
Pembaruan ini diselaraskan dengan PP 81/2012 (PERDA 9/2018). Percepatan proses pembaruan dan
implementasi regulasi yang telah ada ini membutuhkan pendampingan dan pengawalan yang konsisten
pada setiap tahapnya. 

  Kesulitan pemerintah kota dalam penerapan
regulasi ini berkaitan dengan isu kelembagaan.
Meskipun arahan tentang kelembagaan pengelolaan
sampah terdesentralisasi di tingkat kawasan telah
tertuang dalam PERDA Pengelolaan Sampah
terbaru, kelembagaan dan pembagian peran
pengelolaan sampah di tingkat kawasan masih
belum terstruktur. Sejauh ini, kelurahan dan RW
tidak memiliki wewenang resmi dan sumber daya
manusia yang memadai untuk mengelola sampah.
Oleh sebab itu, tim YPBB terus berupaya
mendorong pemerintah kelurahan dan kecamatan
untuk menerbitkan regulasi kawasan yang
mewajibkan warga memilah. 
    Dari segi operasional, tantangan yang dihadapi
berkaitan dengan sulitnya koordinasi dengan
petugas pengumpul sampah swasta serta pejabat
pemerintahan. Di Coblong, kebanyakan petugas
adalah pengumpul sampah “swasta” yang tidak
dikelola RW.
      Di Neglasari, koordinasi antara petugas Kang
Pisman dengan perangkat kelurahan dan tim YPBB
masih berjalan lambat. Petugas Kang Pisman masih
merasa enggan dan segan menegur warga yang
tidak taat. Kerja-kerja monitoring dan evaluasi yang
menjadi tugas mereka pun tidak dikerjakan sesuai
dengan jadwal yang telah disepakati sehingga
pencapaian target mengalami keterlambatan.
Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa insentif saja
(tanpa kelembagaan yang kuat) tidak akan cukup
untuk memperbaiki tata kelola persampahan
kawasan.

Tantangan
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    Dalam hal pembiayaan, sistem pengelolaan sampah terpilah belum mendapatkan anggaran khusus
secara resmi dari pemerintah kota. Padahal, jika mengacu pada sistem pengelolaan sampah holistik,
para petugas semestinya digaji secara resmi oleh pemerintah. 

   Untuk saat ini, DLHK baru mampu memberikan insentif saja pada beberapa (tidak semua) petugas
pengumpul di Sukamiskin dan Cihaurgeulis, di luar gaji yg sudah didapat oleh petugas dari RW atau
warga. Sementara itu, beberapa tokoh RW di Coblong mengusulkan untuk mengalokasikan dana PIPPK
untuk insentif petugas pengumpul sampah. Namun, forum lurah dan camat menolak usulan tersebut
karena biasanya dana PIPPK digunakan untuk kebutuhan sarana prasarana atau fasilitas umum. Dengan
adanya COVID-19, dana yang sudah terbatas ini harus pula dianggarkan untuk penanganan krisis akibat
pandemi. Selain itu, banyak petugas pengumpul sampah “swasta” dibayar langsung oleh warga, tidak
melalui RW. Beberapa RW mengaku tidak mau mengorganisir pembayaran petugas sampah karena tak
ingin disalahkan oleh warga jika ada kesalahan perhitungan retribusi.    

    Dalam hal infrastruktur fisik, kendala
pokoknya bukanlah anggaran melainkan
ketersediaan ruang, terutama di kawasan
permukiman padat penduduk. Untuk mengatasi
hal tersebut, YPBB merekomendasikan
penggunaan infrastruktur skala kecil seperti
komposter dan penampungan modular
berukuran kecil, yang penyediaannya dibantu
oleh DLHK Bandung.  
    Singkatnya, strategi pengorganisasian
pembiayaan baru dan sistem retribusi yang
terstruktur dibutuhkan oleh pemerintah untuk
menanggung biaya-biaya yang selama ini
dikeluarkan masyarakat untuk membayar layanan
jasa petugas pengumpul sampah lokal.  
      Di tengah kelembagaan pengelolaan
sampah tingkat kawasan yang masih berada
dalam tahap awal transisi, partisipasi publik--
peran kader, pejabat kewilayahan, dan tokoh
masyarakat yang berkesadaran lingkungan dan
bersedia mengalokasikan waktu untuk
berpartisipasi aktif dalam program ZWC--
berperan penting. Namun seperti telah
dikemukakan sebelumnya, bergantung pada
ketokohan (termasuk pendamping) semata
tidaklah cukup. Para tokoh dan pendamping ini
tak selamanya menjabat atau tinggal di kawasan
sehingga keberlanjutan sistem tak bisa
selamanya bergantung pada mereka. Di
samping itu, sistem perlu dirancang sedemikian
rupa sehingga tiap-tiap warga dapat menjadi
partisipan aktif sesuai dengan peran, minat, dan
keterampilan masing-masing dalam perbaikan
tata kelola pengelolaan sampah kawasan. 
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Oleh sebab itu, YPBB terus merekomendasikan pemerintah untuk segera
mengembangkan model dengan tata kelola ZWC yang holistik. Membangun
kelembagaan dan sistem pembiayaan berkelanjutan untuk sistem pengumpulan terpilah
dari sumber mesti menjadi prioritas; mulai dari penguatan regulasi dan kelembagaan dari
tingkat kota hingga tingkat kelurahan, pengalihan dan pengorganisasian pembayaran
petugas pengumpul sampah oleh pemerintah, pemberian wewenang dan
tanggungjawab kelurahan atas pengumpulan terpilah, serta penerapan aturan pemilahan
kawasan--termasuk mekanisme pengawasan dan sanksi. 

Meniti jalan menuju Zero Waste Cities bukan proses yang mudah. Perbandingan dan
analisis kasus-kasus yang kami paparkan dalam tulisan ini menunjukkan pengelolaan
sampah kawasan terpilah secara holistik dengan model ZWC mungkin dilakukan. Walau
demikian, penerapan, replikasi, dan perluasan ke skala kota membutuhkan perbaikan tata
kelola secara menyeluruh. Intervensi pemerintah secara parsial terbukti tidak efisien serta
boros sumber daya. Pemberian insentif semata di kelurahan model tanpa pembangunan
kelembagaan yang terstruktur terbukti menghasilkan tingkat ketaatan serupa dengan
kawasan yang tidak mendapatkan insentif, juga tidak mengubah sistem pengumpulan dan
pengelolaan terpilah secara menyeluruh. Proses edukasi pintu ke pintu dan koordinasi
secara manual membutuhkan terlampau banyak energi sumber daya. Kedua intervensi ini
jika dilakukan secara terpisah dari perbaikan aspek lainnya juga menciptakan
kebergantungan warga terhadap insentif, ketokohan, dan pendamping sehingga tidak
berkelanjutan.

tata kelola
pengelolaan sampah
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